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ABSTRAK

PROSEDUR SERTIFIKASI TANAH DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN LAHAT

M. Nico Satria Adiguna

Tanah yang belum di sertifikasi harus disertifikasikan pada kantor
pertanahan sesuai dengan yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah, yang bertujuan memberikan kepastian
hukum, menyediakan informasi, serta untuk tersenglenggaranya tertib administrasi
pertanahan dimana PPAT adalah pejabat yang berwewenang untuk membuatkan
akta sebagai dasar pendaftaran dan peralihan.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah 1. bagaimana
prosedur pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten LLahat 2. Apa faktor-
faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam
sertifikasi tanahnya

Tujuan yang ingin dicapai adalah 1. untuk mengetahui dengan jelas
prosedur sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat 2. untuk
mengetahui  faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum
masyarakat

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode wawancara, metode kepustakaan, dan metode pengolahan data, metode
studi dokumentasi. Teknis analisa data yang digunakan adalah analisa data secara
kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pendaftaran tanah di Kantor
Pertanahan Kabupaten Lahat dilaksanakan dengan pemohon mendaftarkan
tanahnya dengan membawa syarat-syarat seperti KTP, KK, BPHTB, surat kuasa
apabila dikuasakan. Syarat tersebut diserahkan kepada petugas loket yang bertugas,
selanjutnya petugas menyurvei, pengukuran dan pemetaan setelah diproses lalu
diterbitkan SK setelah selesai diproses lalu diserahkan sertifikat kepada pemohon.
Yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam sertifikasi
tanah karena kurangnya memahami fungsi dan kegunaan sertifikat tanah dan ada
juga faktor lain masyarakat merasa enggan sertifikasi tanahnya karena biaya
menurut mereka cukup tinggi, tetapi dengan adanya peraturan yang baru termuat
dalam Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997, mengenai asas yang dipakai dalam
pendaftaran tanah

Kata Kunci: Prosedur Sertifikasi Tanah
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia adalah karena kehidupan
manusia itu tidak dapat dipisahkam dari tanah. Mereka hidup di atas tanah dan
memperoleh bahan pangan dengan mendayagunakan tanah. Bumi, air dan ruang
angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan suatu
karunia dari Tuhan Yang Maha Esa oleh karena itu, sudah semestinya pemanfaatan
fungsi bumi, air, dan ruang angkasa beserta apa-apa yang terkandung didalamnya
adalah ditunjukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat
Indonesia. Pengertian bumi menurut pasal 1 ayat (4) UUPA adalah permukaan
bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air.
Permukaan bumi menurut pasal 4 ayat (1) UUPA adalah tanah. Pengertian air
menurut pasal 1 ayat (5) UUPA adalah air yang berada di perairan kedalamam
maupun air yang berada dilaut wilayah Indonesia dalam pasal 1 angka 3 Undang-
Undang No 11 Tahun 1974 tentang pengairan , disebut kan bahwa pengertian air
meliputi air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik
yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air
yang terdapat dilaut. Pengertian ruang angkasa menurut pasal 1 ayat (6) adalah
ruang diatas bumi wilayah Indonesia dan ruang diatas air wilayah Indonesia.
Pengertian ruang angkasa menurut pasal 48 UUPA , ruang diatas bumi dan air yang

mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha



memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam
yang terkandung didalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan
itu.pengertian kekayaan alam yang terkandung didalam bumi disebut bahan, yaitu
unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji dan segala macam batuan, termasuk
batuan-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam (Undang-undang No
11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan)?

Mengingat pentingnya kedudukan dan fungsi tanah tersebut, maka dalam
rangka mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3) dan demi
terciptanya kepastian hukum hak atas tanah bagi rakyat Indonesia, maka
pemerintah pada tanggal 24 september 1960 telah mengeluarkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria yang dimuat
dalam lembaga Negara Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan lembaga Negara
Nomor 2043 yang selanjutnya disebut dengan UUPA.

Namun lebih dari pada itu, baik secara material dalam arti hubungan magis
antara tanah itu dengan dirinya, terutama dalam tindakan mengelola tanah, tersebut
demi kelangsungan hidupnya. UUPA sebagai hukum yang mengatur tanah
dinegara kita, bukan hanya sekedar mengatur hubungan manusia dengan tanah
secara formal. Bila kita teliti lebih lanjut tentang hubungan antara manusia dan
tanah. Maka dapat kita lihat pada Pasal 2 UUPA bahwa jelas tergambar hubungan

antara manusia dan tanah diatur oleh Negara dan memberi keseimbangan dan

1Urip Santoso. hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah. Kancana. Jakarta.2008. Hal. 3



keselarasan antara hubungan hukum yang bersifat formal dan juga hubungan
hukum yang bersifat materil yang disebut dengan hubungan magis.?

Menurut Boedi Harsono Pengertian tanah dalam konsep agreria adalah
permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi sebagian tubuh bumi yang
ada dibawah nya dan sebagian ruang yang ada diatasnya dalam Pasal 4 Ayat(2)
yaitu : Sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan
penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan Peraturan-peraturan
yang lebih tinggi.®

Pasal 2 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkat tertinggi
dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Dengan
demikian, Negara tidak perlu memiliki tetapi hanya cukup dengan menguasai. Hal
ini berarti menurut hukum Negara selaku badan penguasa mendapat wewenang
untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1.Mengatur dan menyelesaikan peruntukan penggunaan persediaan dan pemeliharaan
bumi, air, dan ruang angkasa

2.Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi,
air, dan ruang angkasa.

3.Mentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan

perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

2 Muh Yamin. Abdul Rahim Lubis. Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria. PustakaBangsa Press.
Medan. 2004. hal. 126

3 Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria. Isi dan Pelaksanaannya. (Djambatan, Jakarta, 2007) hal 19



Wewenang Negara selaku badan penguasa atas bumi, air, dan ruang
angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah mengatur dalam
rangka mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Berlakunya
UUPA telah memberikan perubahan yang sangat mendasar bagi hukum Agraria di
Indonesia, terutama dibidang hukum pertanahan. Tujuan dikeluarkannya UUPA
pada hakikatnya adalah :

1. Meletakkan dasar-dasar penyusunan hukum agreria nasional yang merupakan alat
untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi Negara dan rakyat.

2. Meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam
hukum pertanahan.

3. Meletakan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas
tanah bagi rakyat seluruhnya.

Peraturan pendaftarn tanah selain Undang-Undang No 5 Tahun 1990 juga
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran tanah Jo Peraturan : Mentri Negara Agreria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional No 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No 24 Tahun 1997. Dimana Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 merupakan
penyempurnaan dari peraturan pemerintah No 10 Tahun 1991.

Pendaftaran tanah yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 24
Tahun 1997 adalah : “rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara
terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan,
pembukuan, dan pengkajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam

bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah
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susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak nya bagi bidang-bidang tanah
yang sudah ada hak nya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak
tertentu yang membebani nya”.

Sehubungan dengan hal diatas salah satu masalah yang menarik dalam
peraturan hukum dibidang agrarian adalah masalah pendaftaran sertifikasi tanah.
Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA telah memerintahkan diselenggarakannya
pendaftaran sertifikasi tanah guna menjamin kepastian hukum. Bunyi Pasal
tersebut adalah sebagai berikut: “Untuk menjamin kepastian hukum Pemerintah
diadakan pendafaran sertifikasi tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Di dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang peraturan dasar
Pokok-Pokok Agreria, dalam Pasal 19 Ayat(1) : memerintah diselenggarakan
pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum

yang dijamin itu, meliputi kegiatan mengenai :

. Letak, batas dan luas tanah.

. Status tanah dan orang yang berhak atas tanah.

Pemberian surat berupa sertifikasi.

Ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA mempertegas dan menyatakan bahwa
penyelenggaraan pendaftaran sertifikasi tanah itu dengan mengadakan:
Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah

Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya



3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang
kuat.*

Namun, pada kenyataannya banyak masyarakat Kabupaten Lahat tidak
mendaftarkan sertifikasi tanahnya sebagimana yang dicita-citakan peraturan
perundang-undangan mengenai tanah. Penghalang utamanya adalah mahalnya
biaya pendaftaran sertifikasi tanah dan rumitnya prosedur yang harus ditempuh
dalam rangka pendaftaran sertifikasi tanahnya.

Mungkin mahalnya biaya pendaftaran sertifikasi tanah yang membuat
masyarakat tidak mendaftarkan sertifikatnya karena sebagian besar pemegang hak
atas tanah merupakan petani pada umumnya terdiri dari golongan ekonomi lemah.®

Jika kita liat secara yuridis, memang benar dikatakan bahwa orang yang

tidak mampu dibebaskan dari biaya pendaftaran sertifikasi tanahnya sebagaimana
yang dimaksud dalam oasal 19 ayat (4) UUPA ini tidak dilaksanakan sebagai
mana mestinya. Mungkin saja masalahnya terbentur pada biaya. Bagaimanapun,
juga, pendaftaran sertifikasi tanah tetap memerlukan biaya mahal. Soalnya apakah
biaya Negara mampu menutupi biaya pendaftran sertifikasi tanah bagi orang
mampu diseluruh Indonesia? Disamping itu juga, biaya pendaftaran sertifikasi
tanah yang dibayar di Kantor Badan. Pertanahan Nasional tersebut merupakan
pendapatan daerah yang akan dimasukkan kedalam pendapatan Negara.®

Tanah-tanah di Indonesia sangat bervariansi, baik dari segi kesuburan

maupun letak geografisnya. Tanah subur lebih tinggi nilai ekonominya dari pada

4 http://www.ngada.org.com/

5 Pegawai Kantor Pertanahan Lahat 5-10-2019

6 Maria Sumardjono.Martin Simosir.Hukum Pendaftaran dalam Berbagai Aspe.Bina
Madi.Medan,2000.hal.35



tanah yang subur atau tandus ditinjau dari segi produksi pertanian. Tanah yang
letaknya dekat pusat perkotaan akan lebih mahal harganya jika dijual
dibandingkan dengan tanah-tanah yang
jauh dari perkotaan. Bahkan tanah-tanah yang juah dari perkotaan, sekalipun
sudah didaftarkan serifikasi tanah.’

Berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan penelitian dengan judul

Prosedur Pendaftaran Sertifikasi Tanah di Kabupaten Lahat.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan pokok-pokok
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana prosedur pendaftaran sertifikat tanah?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum

masyarakat dalam mendaftarkan sertifikasi tanah?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Dalam penelitiian ini penulis melakukan pembahasan masalah dengan
prosedur pendafaran sertifikasi tanah, dengan mengambil lokasi penelitian di
Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat dan tidak menutup kemungkinan untuk juga
membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan

1. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran sertifikat tanah

7 ibid hal 43



2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran

hukum masyarakat

D. Manfaat Penelitian
1. Segi praktis
a. Hasil penelitian ini pada garis besarnya menjadi informasi dalam
melaksanakan pendaftaran tanah sesuai dengan tujuan dan asas
pendaftaran tanah
b. Dapat memberikan pengambaran yang jelas kepada masyarakat pada
umumnya dan masyarakat Kabupaten Lahat khusunya tentang
pelaksanaan dan manfaat pendaftaran tanah.
2. Segqi teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat teoris sebagai tambahan
ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan
pemikiran khususnya bagi hukum agreria, yang dipersembahkan sebagai

pengabdian pada Almamater.

E. Kerangka Konseptual
Dalam buku panduan penulis skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang bahwa : bahwa definisi operasional atau kerangka
konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-
definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu

unsur konkarit dari teori.namun demikian, masih diperlukan penjaharan lebih



lanjut dari konsep ini dengan jelas memberika definisi operasionalnya. Untuk

ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. definisi

operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cangkupan-cangkupan
makna variable sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh,
judul skripsi :”’penggelapan dana calon haji menurut undang-undang No13 Tahun

2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji”,

maka dalam definisi operasional atau kerangka konsep, dijelaskan apa yang

dimaksud dengan, penggelapan, calon haji, ibadah haji.

1. Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Negara atau Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa
pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu
yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan
penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan
kepastian hukum dibidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya,
dan pemeliharaannya.®

2. Hak atas tanah adalah hak atas bagian tertentu dari permukaan bumi, yang

terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.°

8 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. 2015.Buku Pedoman Penulisan
Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang hal.5

%ibid. hal 72

10 Effendi Perangin.1994 Hukum Agrarian Indonesia. Suatu Telakah Dari Sudut Pandang Praktis
Hukum . Raja Grafindo. Jakarta. hal 17
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3. Asas-asas pendaftaran tanah Menurut Pasal 2 PP No.24 Tahun 1997 bahwa

pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman,
terjangkau, mutahir dan terbuka.!

Kantor Pertanahan adalah lembaga pemerintah nonkementrian di Indonesia
yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang Pertanahan

sesuai dengan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan.'?

F. Metode Penelitian

1.

2.

Sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini
tergolong penelitian  sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan
menggambarkan  kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka
mendaftarkan sertifikasi tanah di Kantor pertanahan kebupaten Lahat,
sehingga tidak menguji hipotesa.
Jenis Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder dan primer.
a. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum bahan

hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian,

hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

11 Abdul Hamid Usman. Dasar-Dasar Hukum Agraria.Pendaftaran Tanah.hal 148
12 http;//id,m,Wikipedia.org diakses tanggal 04 November 2017
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b. Bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan
perundang-undangan.
3. Tehnik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dengan cara:
a. Penelitian kepustakaan (library research)
Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data
sekuner berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undang),
bahan hukum sekunder (literature, laporan hasil penelitian, Makala, karya
ilmia yang dimuat dalam majala ilmia), dan yang relavan dengan
permasalahan penelitian ini.
b. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer yaitu masyarakat dan
mewawancarai dengan pihak-pihak terkait dikantor pertanahan Kabupaten
Lahat.
4. Tehnik Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data
yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara

kualitatif, untuk selajutnya ditarik suatu kesimpulan

G. Sistematika penulisan
Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat)

Bab dengan sistematika sebagi berikut :
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BAB | PENDAHULUAN : Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, ruang
lingkup dan tujuan, manfaat pendelitian, kerangka konseptual, metode pendelitian,

dan sistematika penulisan skripsi.

BAB Il TINJAUAN PUSAKA : Bab ini berisikan tentang , landasan hukum
pendaftaran tanah, pengertian pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran tanah,
pelaksanaanpendaftaran tanah, ha katas tanah menurut UUPA, sertifikasi tanah,

kepastian hukum.

BAB 11l MERUPAKAN PEMBAHASAN : Bab ini berisikan, uraian prosedur
pendaftaran setifikasi tanah dikator pertanahan kabupaten Lahat, dan uraian tentang
kurangnya kesadaran hukumm masyarakat dalam rangka mendaftarkan sertifikasi

tanah.

BAB IV PENUTUP : Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masala

yang dirumuskan dalam penelitian. setelah
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